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BUPATI MURUNG RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  

NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MURUNG RAYA, 

 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Mengingat 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

: 

a. bahwa  dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

pelaksanaan klasifikasi arsip sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan perlu diatur pedoman klasifikasi arsip di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya; 
 

b. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument 

dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi 
penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  di 

maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 

1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4180); 

4. Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009 Tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

5. Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2009 Tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 
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6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  
12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. Peraturan  Kepala Arsip  Nasional  Republik  Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 235); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :    PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI 
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga 

Pendidikan, Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan 

Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 

pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

8. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang 

dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, 

dan penemuan kembali arsip. 

9. Klasifikasi Masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi 

masalah yang terdapat di dalam arsip. 

10. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang 
menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai 

penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya. 

11. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang 

mengolah atau ditempatkan dibelakang nomor urut. 

12. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang 

merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek 

yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan 
di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. 

13. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 01 

dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi 
permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 01. 

14. Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap yang akan 

dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali 
arsip. 

15. Indeksi Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan nama-nama masalah 

dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan 

abjad dengan diikuti kodenya. 

16. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi 

petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan 

sebagai sarana petunjuk tentang adanya  hubungan dengan file yang lainnya. 

 

BAB II 

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  

Pasal 2 

(1) Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Murung Raya dalam menyusun klasifikasi arsip. 
(2) Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode 

dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, yang 

mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. 
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Pasal 3 

Klasifikasi bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi : 

a.   000  Umum; 

b.   100  Pemerintahan; 

c.   200  Politik; 
d. 300  Keamanan dan Ketertiban; 

e.   400  Kesejahteraan Rakyat;  

f.   500  Perekonomian; 

g.   600  Pekerjaan Umum dan Ketenagaan; 
h.   700  Pengawasan; 

i.   800  Kepegawaian; dan  

j.    900  Keuangan. 

 

Pasal 4 

Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya. 

 
 

 

Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 11 Juni 2020 

 
BUPATI MURUNG RAYA, 

 

ttd 
 

PERDIE M. YOSEPH 

 

 

Diundangkan di Puruk Cahu 

pada tanggal 11 Juni 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MURUNG RAYA, 

 

ttd 

 

HERMON 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 16. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 

A.  Umum 

1. Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan 

kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung 
Raya. 

2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka 
dasar. 

3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip 
perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan klasifikasi 

bidang tugas, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut: 

 1  4  5 

           100 : Pokok Klasifikasi Bidang Tugas PEMERINTAHAN 

 

           140 : Sub Klasifikasi Bidang Tugas PEMERINTAH DESA /KELURAHAN 

           145 : Sub Klasifikasi Bidang Tugas ADMINISTRASI DESA /KELURAHAN 

 

4. Rincian klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitas dan 
substansi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung 
Raya, adalah: 

 

000   UMUM 

010  URUSAN DALAM 
020  BARANG DAN JASA 

030  KEKAYAAN DAERAH 
040  PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI 
050  PERENCANAAN DAN EVALUASI 

060  ORGANISASI / KETATALAKSANAAN 

070  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

080  KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI 

100   PEMERINTAHAN 

130  PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA 

140  PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN 
150  LEGISLATIF MPR / DPR / DPD 

160  DPRD PROVINSI 
170  DPRD KABUPATEN / KOTA 
180  HUKUM 

200   POLITIK 

 210  KEPARTAIAN 
 220  ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
 230  ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL 

 240  ORGANISASI PEMUDA 
 250  ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN 
 260  ORGANISASI WANITA 
 270  PEMILU, PILKADA 
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300   KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 350  KEJAHATAN 
 360  BENCANA 
 370  KECELAKAAN 

400     KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 410  PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN 
 426  KEOLAHRAGAAN 
 427  KEPEMUDAAN 

 430  KEBUDAYAAN 
 440  KESEHATAN 
 445  RSU, RSJ, RS KHUSUS 

 460  SOSIAL 

 470  KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
 475  TRANSMIGRASI 
 476  KELUARGA BERENCANA 

 480  MEDIA MASSA 

500   PEREKONOMIAN 
 510  PERDAGANGAN 

 518  KOPERASI 
 520  PERTANIAN 

 523  PERIKANAN  DAN KELAUTAN 
 524  PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

 525  PERKEBUNAN 

 526  KETAHANAN PANGAN 

 527  PENYULUHAN 
 530  PERINDUSTRIAN 
 550  PERHUBUNGAN 

 554  POS 
 555  TEKNOLOGI INFORMASI 

 556  PARIWISATA  DAN REKREASI 
 557  METEOROLOGI 

 560  TENAGA KERJA 
 570  PENANAMAN MODAL 
 580  PERBANKAN MONETER 

 590  AGRARIA 

600   PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 

 610  PENGAIRAN 
 620  JALAN 
 630  JEMBATAN 

 640  BANGUNAN 

 650  TATA RUANG KOTA 

 660  TATA LINGKUNGAN 
 690  AIR MINUM 

700   PENGAWASAN 

 710  BIDANG PEMERINTAHAN 

 720  BIDANG POLITIK 
 740  BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT 
 750  BIDANG PEREKONOMIAN 

 760  BIDANG PEKERJAAN UMUM 

 770  PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK 
 780  BIDANG KEPEGAWAIAN 

 790  BIDANG KEUANGAN 
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800   KEPEGAWAIAN 

 810  PENGADAAN 

 820  MUTASI 
 830  KEDUDUKAN 

 840  KESEJAHTERAAN PEGAWAI 
 850  CUTI 
 860  PENILAIAN 

 870  TATA USAHA KEPEGAWAIAN 
 880  PEMBERHENTIAN 

 890  KEPENDIDIKAN PEGAWAI 

900   KEUANGAN 

 910  ANGGARAN 

 920  AKUNTANSI 
 930  PERBENDAHARAAN 
 940  PEMBINAAN KEBENDAHARAAN 

 950  PENGELOLAAN KAS DAERAH 
 960  EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

 970  PENDAPATAN 
 

 

 
B.   Rincian 

 

KODE KLASIFIKASI 

 000 UMUM 

 001 Lambang 

 001.1 Garuda 

 001.2 Bendera Kebangsaan 

 001.3 Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 

 001.31 Propinsi 

 001.32 Kabupaten/Kota 

 002 TANDA KEHORMATAN/ PENGHARGAAN UNTUK PEGAWAI 

 002.1 Bintang 

 002.2 Satyalencana 

 002.3 Sarakarya Nugraha 

 002.4 Monumen 

 002.5 Penghargaan Secara Adat 

 002.6 Penghargaan Lainnya 

 003 HARI RAYA/BESAR 

 003.1 Nasional 17 agustus, Hari Pahlawan, dsb. 

 003.2 Hari Raya keagamaan 

 003.3 Hari Ulang Tahun 

 003.4 Hari hari besar Internasional 

 004 UCAPAN 

 004.1 Ucapan Terima Kasih 

 004.2 Ucapan Selamat 

 004.3  Ucapan Belasungkawa 

 004.4 Ucapan Lainya 

 005 UNDANGAN 

 006 TANDA JABATAN 

 006.1 Pamong  Praja 
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 006.2 Tanda Pengenal 

 006.3 Pejabat Lainya 

 010 URUSAN DALAM 

 011 GEDUNG KANTOR/TERMASUK INSTALASI PRASARANA FISIK 

PAMONG PRAJA / KANTOR DINAS  012 Rumah Dinas 

 012.1 Tanah Untuk Rumah Dinas 

 012.2  Perabat Rumah dinas 

 012.3  Rumah Dinas Golongan I 

 012.4 Rumah Dinas Golongan II 

 012.5 Rumah Dinas Golongan III 

 012.6 Rumah/Bangunan Lainnya 

 012.7 Rumah Pejabat Negara 

 013 MESS/GUESS HOUSE 

 014 RUMAH SUSUN/ APARTEMENT 

 015 PENERANGAN LISTRIK/ JASA LISTRIK 

 016 TELEPON/FAXIMILE/INTERNET 

 017 KEAMANAN/ KETERTIBAN KANTOR 

 018 KEBERSIHAN KANTOR 

 019 PROTOKOL 

 019.1 Upacara Bendera 

 019.2 Tata Tempat 

 019.21 Pemasangan Gambar Presiden/ Wakil Presiden 

 019.3 Audiensi/menghadap Pimpinan 

 019.4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat 

 019.5 Bandir/ Umbul – umbul/ Spanduk 

 020 PERALATAN 

 020.1  Penawaran 

 021 ALAT TULIS 

 022 MESIN KANTOR 

 023 PERABOTAN KANTOR 

 024 ALAT ANGKUT 

 025 PAKAIAN DINAS 

 026 SENJATA 

 127 PENGADAAN 

 128 INVENTARIS 

 130  KEKAYAAN DAERAH 

 131 SUMBER DAYA ALAM 

 132 ASET DAERAH 

 041 PERPUSTAKAAN /DOKUMENTASI/ KEARSIPAN/ SANDI 

PERPUASTAKAAN  042 DOKUMENTASI 

 045 KEARSIPAN 

 045.1 Pola Klasifikasi 

 045.2 Penataan Berkas 

 045.3 Penyusutan Arsip 

 045.31 Jadwal Retensi arsip 

 045.32   Pemindahan Arsip 

 045.33 Penilaian Arsip 

 045.34 Pemusnahan Arsip 
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 045.35 Penyerahan Arsip 

 045.36 Berita acara Penyusunan Arsip 

 045.37 Daftar Pertelaan 

 045.4 Pembinaan Kearsipan 

 045.41 Bimbingan Teknis 

 045.5 Pemeliharaan/Perawatan/Pelestarian Arsip 

 045.51 Pengawetan / Fumigasi 

 045.52 Preservasi 

 045.6 Pelayanan 

 046 SANDI 

 050 PERENCANAAN 

 050.1  Repelita/Renstra/8 Sukses 

 050.11 Pelita daerah 

 050.12 Bantuan pembangunan Daerah 

 050.13 Bappeda 

 051 PROYEK BIDANG PEMERINTAHAN KLASIFIKASIKAN DISINI: 

Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan tambahkan perincian 100 pada 051  

Contoh : Proyek Kepenjaraan : 051.86 
 052 BIDANG POLITIK 

 053 BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN TAMBAHAN  

PERINCIAN 300 

Contoh : Proyek Ketataprajaan : 053.311 
 054 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TAMBAHKAN PERINCIAN 400 

PADA 054  

Contoh : Proyek Resettlement Desa : 054.671 
 

 055 Rencana Kerja SKPD 

 

KUA ( Kebijakan Umum Anggaran ), KUPA (Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran 
Sementara 
 
 

050.26 Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi 

050.27 Nota Keuangan 

050.28 RKT (Rencana Kerja Tahunan) 

050.29 RKO (Rencana Kerja Operasional) 

051 Laporan 

051.1 Laporan Berkala 

051.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

052 Evaluasi 

052.1 Evaluasi Rencana Strategis 

052.11 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

052.12 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

052.13 Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten/ Kota 052.14 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN 

061 Organisasi 

061.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

061.2 Tata Tertib Kantor, Termasuk Pengaturan Hari dan Jam 
Kerja Pegawai 062 Organisasi Badan Non Pemerintah 

063 Organisasi Badan Pemerintah 

064 Organisasi Semi Pemerintah 

065 Ketatalaksanaan 

065.1 Tata Naskah Dinas 

065.2 Stempel Dinas dan Stempel jabatan 

065.3 Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah 

065.4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat 

065.5 Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut 

066 Tata Hubungan Kerja 

067 Standart Operasional Prosedur 

068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan 

BIDANG PEREKONOMIAN TAMBAHKAN PERINCIAN 500 PADA 055  

Contoh : Proyek Pasar : 055.112  056 BIDANG PEKERJAAN UMUM TAMBAHKAN PERINCIAN 600 PADA 056 

Contoh : Proyek Jembatan : 056.3 

 
 057 BIDANG PENGAWASAN  

 058 BIDANG KEPEGAWAIAN 

 059 BIDANG KEUANGAN 

 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN 

 060.1 Program Kerja 

 061 ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAHAN (STRUKTUR ORGANISASI) 

 061.1 Susunan dan Tata Kerja 

 061.2 Tata tertib Kantor, Jam Kerja, Jam Kerja di bulan Ramadhan 

 062 ORGANISASI BADAN NON PEMERINTAH 

 063 ORGANISASI BADAN INTERNASIONAL 

 064 ORGANISASI SEMI PEMERINTAH, BKS-AKSI 

 065 KETATALAKSANAAN / TATA NASKAH/ SISTEM 

 066 STEMPEL DINAS 

 067 PELAYANAN UMUM 

 068 KOMPUTERISASI/SISKOMDAGRI 

 070 PENELITIAN 

 071 RISET 

 072 SURVEI 

 073 KAJIAN 

 074 KERJASAMA PENELITIAN DENGAN PERGURUAN TINGGI 

 075 DEPARTEMEN 

 076 NON DEPARTEMEN 

 077 PROVINSI 

 078 KABUPATEN/KOTA 

 079 KECAMATAN/ DESA 

 080 KONFERENSI/ RAPAT/ SEMINAR 

 081 GUBERNUR 
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 082 BUPATI/ WALIKOTA 

 083 KOMPONEN, ESELON LAINNYA 

 084 INSTANSI LAINNYA 

 085 INTERNASIONAL DI DALAM NEGERI 

 086 INTERNASIONAL DI LUAR NEGERI 

 

 

100 PEMERINTAHAN 
 

 100 PEMERINTAH 

 101 GDN (GERAKAN Displin Nasional) 

 102 GDM (Gerakan Disiplin Mandiri) 

 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA 

 130 BUPATI/ WALIKOTA, TAMBAHAN KODE WILAYAH 

Meliputi : pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah 
Terima jabatan, Meninggal, Memori Kepala daerah dsb. 

 130.1  Sambutan/ Pengarahan/ Amanat 

 132 WAKIL BUPATI/ WALIKOTA, TAMBAHKAN KODE WILAYAH 

Meliputi : pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah 
Terima jabatan, Meninggal, Memori Kepala daerah dsb 

 133 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA, TAMBAHKAN KODE 

WILAYAH 

Meliputi : pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian dsb. 

 

 134 FORUM KOORDINASI PEMERINTAH DI DAERAH 

 134.1 Muspida 

 134.2 Forum PAN ( Panitia Anggaran Nasional ) 

 134.3 Forum Koordinasi Lainnya 

 134.4 Kerjasama antar Kabupaten/ Kota 

 135 PEMBENTUKAN / PEMEKARAN WILAYAH 

 135.2 Perubahan Batas Wilayah 

 135.3 Pemekaran Wilayah 

 135.4 Permasalahan Batas Wilayah 

 135.5 Pembentukan Ibu Kota Kabupaten/Kota/Kecamatan /Desa /Kelurahan 

 135.6 Pemberian dan Penggantian Nama Kota,Daerah,Jalan 

 136 

 

PEMBAGIAN WILAYAH 

 137 PENYERAHAN UNSUR 

 138 PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN 

 138.1 Sambutan / Pengarahan / Amanat 

 138.2 Pembentukan Kecamatan  

 138.3 Pemekaran Kecamatan 

 138.4 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan 

 138.5 Pemindahan Ibu Kota Kecamatan  

 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN  

 141 PAMONG DESA  

Meliputi : 
Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan,Pelantikan,Pemberhentian,dsb 

 142 PENGHASILAN PAMONG DESA 

 143 KEKAYAAN DESA / KELURAHAN 

 144 DEWAN TINGKAT DESA ,DEWAN MARGA, REMBUG DESA 

 145 ADMINISTRASI DESA / KELURAHAN 

146 KEWILAYAHAN 

 146.1 Pembentukan Desa / Kelurahan  

 146.2 Pemekaran Desa / Kelurahan 

 146.3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan 

 146.4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 

 146.5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan 

 147 LEMBAGA-LEMBAGA TINGKAT DESA 

Jangan Klasifikasikan Di Sini,Lihat;410 Dengan Perinciannya 
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 148 PERANGKAT KELURAHAN 

 148.1 Kepala Kelurahan 

 148.2 Sekretaris Kelurahan  

 148.3 Staf Kelurahan 

 149 DEWAN KELURAHAN / BPD 

 149.1 Rukun Tetangga 

 149.2 Rukun Warga 

 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD 

 151 KEANGGOTAAN MPR 

 151.1 Pencalonan  

 151.2 Pemberhentian  

 151.3 Recall 

 151.4 Pelanggaran 

 152 PERSIDANGAN 

 153 KESEJAHTERAAN 

 153.1 Keuangan 

 153.2 Penghargaan 

 154 HAK 

 155 KEANGGOTAAN DPR PENCALONAN PENGANGKATAN 

 156 PERSIDANGAN SIDANG PLENO DENGAN PENDAPAT KOMISI RESES 

 157 KESEJAHTERAAN  

 157.1 Keuangan 

 157.2 Penghargaan 

 158 JAWABAN PEMERINTAH 

 159 HAK 

 160 DPRD PROVINSI, TAMBAHKAN KODE WILAYAH 

 161 KEANGGOTAAN 

 161.1 Pencalonan 

 161.2 Pengangkatan 

 161.3 Pemberhentian 

 161.4 Recall 

 161.5 Meninggal 

 161.6 Pelanggaran 

 161.7 Pengganti Antar Waktu 

 162 PERSIDANGAN 

 162.1 Reses 

 163 KESEJAHTERAAN  

 163.1 Keuangan 

 163.2 Penghargaan 

 164 HAK 

 165 SEKRETARIS DPRD PROVINSI 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 170 DPRD KABUPATEN / KOTA TAMBAHKAN KODE WILAYAH 

171 KEANGGOTAAN 

171.1 Pencalonan 

171.2 Pengangkatan 

171.3 Pemberhentian 

171.4 Recall 

171.5 Pelaggaran 

171.6 Pengganti Antar Waktu 

172 Persidangan 

173 Kesejahteraan 

173.1 Keuangan 

DPRD KABUPATEN / KOTA TAMBAHKAN KODE WILAYAH 

 171 KEANGGOTAAN 

 171.1 Pencalonan 

 171.2 Pengangkatan 

 171.3 Pemberhentian 

 171.4 Recall 
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 171.5 Pelanggaran 

 171.6 Pengganti Antar Waktu 

 172 Persidangan 

 173 Kesejahteraan 

 173.1 Keuangan 

 173.2 Penghargaan 

 174 HAK 

 175 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ATAU KOTA 

 180 HUKUM 

 180.1 Konstitusi 

 180.11 Dasar Hukum 

 180.12 UUD 

 180.2 Garis Besar Haluan Negara 

 180.3 Amnesti Abolisi dan Grasi 

 181 PERDATA 

 181.1 Tanah 

 181.2 Rumah 

 181.3 Utang / Piutang 

 181.31 Gadai 

 181.32 Hipotik 

 181.4 Natriok 

 182 PIDANA 

 182.1 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

 183 
PERADILAN 

Peradilan Perkara Tanah, Lihat 593.71 

 184 HUKUM INTERNASIONAL 

 185 IMIGRASI 

 185.1 Visa 

 185.2 Paspor 

 185.3 Exit 

 185.4 Reentry 

 186 KEPENJARAAN 

 187 KEJAKSAAN 

 188 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 188.1 Tap MPR 

 188.2 UU 

 188.3   Peraturan 

 188.31 Peraturan Pemerintah 
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 188.32 Peraturan Menteri 

 188.33 Peraturan Lembaga Non Departemen 

 188.34 Peraturan Daerah 

 188.341 Peraturan Provinsi 

 188.342 Peraturan Kabupaten Kota 

 188.4 Keputusan 

 188.41 Presiden  

 188.42 Menteri 

 188.43 Lembaga Non Departemen 

 188.44 Gubernur 

 188.45 Bupati / Wali Kota 

 189 HUKUM ADAT 

 189.1 Tokoh Adat / Masyarakat 

 
 

200 POLITIK 
 
 

 200 POLITIK 

 201 KEBIJAKAN UMUM 

 202 ORDE BARU 

 203 REFORMASI 

 210 KEPARTAIAN 

 211 LEMBAGA PARTAI 

 212 KARTU ANGGOTA 

 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

 221 BERDASARKAN PERJUANGAN 

 221.1 Perintisan Kemerdekaan 

 221.2 Angkatan 

 221.3 Veteran 

 222 BERDASARKAN KEMERDEKAAN 

 222.1 PEPABRI 

 222.2 Wredatama 

 223 BERDASARKAN KEROHANIAN 

 224 LEMBAGA ADAT 

 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL 

 231 IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) 

 232 PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) 

 233 PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA  

 234 PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA  

 235 LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (LBHI) 

 236 KORP PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) 

 237 PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) 

 238 IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM INDONESIA (ICMI) 

239 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL LAINNYA 

240 ORGANISASI PEMUDA 
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241 KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) 

242 ORGANISASI MAHASISWA 

243 ORGANISASI PELAJAR 

244 GERAKAN PEMUDA ANSOR 

245 GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA 

246 GERAKAN PEMUDA MARHAENIS 

250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN 

251 FEDERASI BURUH SELURUH INDONESIA (FBSI) 

252 ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL 

253 HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) 

254 HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI) 

255 KELUARGA SUPIR PROFESIONAL INDONESIA 

260 ORGANISASI WANITA 

261 DHARMA WANITA 

262 PERSATUAN WANITA INDONESIA 

263 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (WANITA) 

264 KONGRES WANITA 

270 PEMILIHAN UMUM 

271 PENCALONAN 

272 NO URUT PARTAI/ TANDA GAMBAR  

273 KAMPANYE / DANA 

274 PETUGAS PEMILU 

275 PEMILIH/DAFTAR PEMILIH 

276 SARANA 

276.1 Tps 

276.2 Kendaraan 

276.3 Surat Suara 

276.4 Kotak Suara 

277 PEMUNGUTAN SUARA/PERHITUNGAN SUARA 

278 PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA MPR, DPR, DPD 

279 SARANA UNTUK PENYELENGGARA PEMILU 

 
 

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 
 
 

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 

350 KEJAHATAN 

356 KORUPSI/PENYELEWENGAN/PENYALAHGUNAAN JABATAN/KKN 

357 PERKOSAAN/PERBUATAN CABUL 

358 KENAKALAN 

359 KEJAHATAN LAINNYA  

360 BENCANA 

361 GUNUNG BERAPI/GEMPA 

362 BANJIR/TANAH LONGSOR 

363 ANGIN TOPAN/PUTING BELIUNG 

364 KEBAKARAN 

364.1 Pemadam kebakaran 

364 KEKERINGAN 

370 KECELAKAAN/SAR 
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371 DARAT 

372 UDARA 

373 LAUT 

374 SUNGAI/DANAU 
 

 
 

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 
 
 

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 

401 KELUARGA MISKIN 

410 BANGUNAN DESA 

411 Pembinaan Usaha Gotong Royong 

411.1 Swadaya Gotong Royong 

411.11 Penataran Gotong Royong  

411.12 Gotong Royong Dinamis 

411.13 Gotong Royong Statis 

411.14 Pungutan 

411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)/(LKMD) 

411.21 Pembinaan 

411.22 Klasifikasi/ Kategori Tingkat Perkembngan LKMD 

411.23 Proyek 

411.24 Musyawarah/Musyawarah Pembangunan desa 

411.3 Latihan kerja Masyarakat 

411.31 Kader Masyrakat 

411.32 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

411.33 Pusat latihan 

411.34 Kursus-Kursus 

411.35 Kurikulum/syllabus 

411.36 Keterampilan 

411.37 Pramuka 

411.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

411.41 Program 

411.42 Pembinaan Organisasi 

411.43 Kegiatan 

411.5 Penyuluhan 

411.51 Publikasi 

411.52 Peragaan 

411.53 Sosio Drama 

411.54 Siaran Pedesaan 

411.55 Penyuluhan lapangan 

411.6 Kelembagaan desa 

411.61 Kelompok Tani 

411.62 Rukun tani 

411.63 Subak 

411.64 Dharma tirta 

412 PEREKONOMIAN DESA/ PEMBINAAN USAHA EKONOMI DESA 

412.1 Produksi Desa/Produktivitas 

412.11 Pengolahan 
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412.12 Pemasaran 

412.2 Keuangan Desa 

412.21 Perkreditan Desa/ Usaha Ekonomi Desa 

412.22 Inventarisasi data 

412.23 Perkembangan / Pelaksanaan 

412.24 Bantuan / Stimulan 

412.25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan 

412.3 Koperasi Desa 

412.31 Badan Usaha Unit Desa ( BUUD) 

412.32 Koperasi Unit Desa (KUD) 

Penataan  412.4 Penataan bantuan Pembangunan Desa 

412.41 Jumlah Desa yang di beri bantuan 

412.42 Pengarah  

412.43 Pusat 

412.44 Daerah 

412.5 Alokasi bantuan Pembangunan Desa 

412.51 Pusat 

412.52 Daerah 

412.6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa 

412.61 Bantuan Langsung 

412.62 Bantuan Keserasian 

412.63 Bantuan Juara Lomba Desa 

413 PRASARANA DESA 

413.1 Prasarana Desa 

413.11 Pembinaan 

413.12 Bimbingan teknis 

413.2 Pemukiman kembali Penduduk 

413.21 Lokasi 

413.22 Diskusi 

413.23 Pelaksanaan 

413.3 Masyarakat Pradesa 

413.31 Pembinaan  

413.32 Penyuluhan 

413.4 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa 

413.41 Rumah sehat 

413.42 Proyek perintis 

413.43 Pelaksanaan 

413.44 Pengembangan 

413.45 Perbaikan Kampung 

414 PENGEMBANGAN DESA 

414.1 Tingkat perkembangan desa 

414.11 Jumlah desa 

414.12 

 

Pemekaran desa 

414.13 

4 

Pembentukan desa baru 

414.14 Evaluasi  

414.15 Bagan 

414.2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) 

414.21 Penyuluhan Program 
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414.22 Lokasi UDKP 

414.23 Pelaksanaan 

414.24 Bimbingan / Pembinaan  

414.25 Evaluasi 

414.3 Tata Desa 

414.31 Inventarisasi 

414.32 Penyusunan pola tata desa 

414.33 Aplikasi Tata Desa 

414.34 Pemetaan 

414.35 

 

Pedoman Pelaksanaan 

414.36 Evaluasi 

414.4 Perlombaan  

414.41 Pedoman  

414.42 Penilaian  

414.43 Kejuaraan 

414.44 Piagam 

415 KOORDINASI  

415.1 Sektor Khusus 

415.2 Rapat koordinasi horizontal (RKH) 

415.3 Team Koordinasi Pusat (TKP) 

415.4 Kerjasama 

415.41 Luar Negeri (UNICEP) 

415.42 Perguruan Tinggi 

415.43 Departemen / Lembaga Non Departemen  

426 KEOLAHRAGAAN 

426.1 Cabang Olah Raga 

426.2 Sarana 

426.21 Gedung Olahraga 

426.22 Stadion 

426.23 Lapangan 

426.24 Kolam Renang 

426.3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini PON, Porsade, Olimpiade dsb 

426.4 KONI 

427 KEPEMUDAAN, MELIPUTI : ORGANISASI DAN KEGIATAN REMAJA 

Klasifikasi Disini : gelanggang remaja 427.1 Pertukaran Pemuda 

428 KEPRAMUKAAN 

429 PENDIDIKAN KEDINASAN UNTUK DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
LIHAT 890 430 KEBUDAYAAN 

431 KESENIAN  

431.1 Cabang Kesenian  

431.12 Kesenian Masyarakat 

431.13 Kesenian pagclaran 

431.2 Sarana 

431.21 Gedung Kesenian 

432 KEPURBAKALAAN 

432.1 Museum 

432.11 Museum Nasional (tingkat pusat) 

432.12 Museum Daerah (tingkat provinsi) 
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432.13 Museum Situs (candi-candi) 

432.14 Museum khusus (baru permata) 

432.2 Peninggalan Kuno 

432.21 Candi, termasuk pemugaran  

432.22 Benda 

432.3 

31 

Cagar Budaya 

432.31 Cagar Budaya Bergerak 

432.32 Cagar Budaya Tak Bergerak 

432.4 Situs 

433 SEJARAH 

433.1 Sejarah Nasional 

433.2 Sejarah Nasional/Lokal 

433.3 Sejarah Nilai/nilai Tradisional 

433.4 Tempat bersejarah 

433.5 Napak tilas jejak pahlawan  

433.6 Lawatan sejarah pemuda/pelajar 

434 BAHASA 

434.1 Bahasa Nasional 

434.2 Bahasa Daerah/Lokal 

434.21 Penduduk Asli 

434.22 Penduduk Pendatang 

434.3 Bulan bahasa 

434.4 Cerpen bahasa nasional/lokal 

434.5 Kisah-kisah bahasa nasional/lokal 

435 USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN 

435.1 Cabang kegiatan 

435.2 Sarana dan prasarana 

436 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

436.1 Bimbingan kepercayaan masyarakat lokal 

436.2 Bimbingan kepercayaan masyarakat pendatang 

436.3 Kearifan masyarakat lokal 

440 KESEHATAN 

441 PEMBINAAN KESEHATAN 

441.1 Gizi 

441.2 Mata 

441.3 Jiwa 

441.31 Promotif 

441.32 Kuratif 

441.33 Preventif 

441.34 Rehalibitatif 

441.4 Kanker 

441.5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 

441.6 Perawatan 

441.7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) 

441.8 Pekan Imunisasi Nasional 

441.9 Gerakan Jum’at Bersih 

442 OBAT-OBATAN 

442.1 Pengadaan 
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442.2 Penyimpanan 

442.3 Izin Perpanjangan PBF 

442.4 Penilaian Toga 

442.5 Pendistribusian 

443 PENYAKIT MENULAR 

443.1 Pencegahan 

443.2 Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung ( P.2.M.L) 

443.21 Kusta 

443.22 Kelamin 

443.23 Frambosia 

443.24 T.B.C/ AIDS/HIV 

443.25 Campak 

443.3 Epidemiologi dan Karantina ( Epidk) 

443.31 Kholera 

443.32 Imunisasi 

443.33 Survailense 

443.34 Rabies (anjing gila), Antraks  

443.4 Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular sumber binatang 

(P.2.B) 443.41 Malaria 

443.42 Dengue Faemoerrhagic faver (Demam Berdarah)  

443.43 Flu Burung ( H5N1) 

443.44 Flu babi 

443.45 Cikungunya 

443.46 Filaria 

443.47 Serangga 

443.5 Hygcnc sanatasi 

443.51 Tempat tempat pembuatan Dan penjualan makanan dan minuman 
(TPPMN) 443.52 Sarana air minum dan jamban keluarga ( Samijaga) 

443.53 Pestisida 

444 GIZI 

444.1 Kekurangan Makanan,  bahaya kelaparan, busung lapar 

444.2 Keracunan Makanan 

444.3 Menu makanan rakyat 

444.4 Badan-Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) 

444.5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 

445 Rumah sakit 

Balai kesehatan,Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas kelililng, 

Pos kesdes dan Poliklinik 
446 TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS 

447 ALAT MEDIS  

448 PENGOBATAN NASIONAL 

448.1 Pijat 

448.2 Tusuk jarum 

448.3 Jam Operasional 

448.4 Dukun/Paranormal 

449 PEMBIAYAAN KESEHATAN 

449.1 Jamkesmas 

449.2 Jamkesosda 

449.3 Askes 

449.4 Badan penyelenggara ( Bapel) Jamkesosda 
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460 SOSIAL 

461 REHABILITAS, PENDERITA CACAT 

461.1 Cacat Mata  

461.2 Cacat tubuh 

461.3 Cacat mental 

461.4 Bisu/tuli 

461.5 Cacat ganda/berat 

462 TUNA SOSIAL 

462.1 Gelandangan 

462.2 Pengemis 

462.3 Tuna susila 

462.4 Anak nakal 

462.5 Anak korban narkoba 

463 KESEJAHTERAAN ANAK/KELUARGA 

463.1 Anak putus sekolah 

463.2 Ibu teladan 

463.3 Anak asuh 

464 PEMBIAYAAN PAHLAWAN 

464.1 Pahlawan Meliputi penghargaan kepada pahlawan,tunjangan kepada 
pahlawan dan jandanya 464.2 Perintis kemerdekaan  

Meliputi :Pembinaan,penghargaan dan tujangan kepada perintis  464.3 Cacat veteran 

465 KESEJAHTERAAN SOSIAL 

465.1 Lanjut usia 

465.2 Korban kekacauan, pengungsi, repatriasi 

466 SUMBANGAN SOSIAL 

466.1 Korban bencana 

466.2 Pencarian dana untuk sumbangan 

466.3 Meliputi : Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb 

466.4 Panti asuhan 

466.5 Panti jompo 

466.6 Orang terlantar 

467 BIMBINGAN SOSIAL 

467.1 Masyarakat suku terasing, meliputi bimbingan, pendidikan, kesehatan, 

pemukiman 467.2 Komunitas adat terpencil 

468 TNI 

469 Makanan 

469.1 Umum 

469.2 Pahlawan 

469.3 Khusus keluarga, raja 

469.4 Krematorium 

470 KEPENDUDUKAN 

471 PENDAFTARAN PENDUDUK 

471.1 Identitas penduduk 

471.11 Biodata 

471.12 Nomor induk kependudukan 

471.13 Kartu tanda penduduk 

471.14 Kartu keluarga 

471.15 Advokasi identitas penduduk 
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471.2 Perpindahan penduduk dalam wilayah indonesia 

471.21 Perpindahan penduduk WNI 

471.22 Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah indonesia 

471.23 Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 

471.24 Daerah terbelakang 

471.25 Bedol desa 

471.3 Perpindahan penduduk antar negara 

471.31  Penduduk indonesia ke luar negara 

471.32 Orang asing tinggal sementara 

471.33 Orang asing tinggal tetap 

471.34 Perpindahan penduduk antar wilayah perbatasan antar negara (pelintas 
batas tradisional)  

 
 

471.4 

471.41 

 

Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan) 

471.41 

471. 

Akibat bencana alam 

471.42 

 

Akibat kerusuhan sosial 

471.43 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 

471.44 Pendaftaran penduduk rentan 

472 PENCATATAN SIPIL 

472.1 Kelahiran, kematian dan advokasi 

472.11 

471 

Kelahiran 

472.12 Kematian 

472.13 Advokasi kelahiran dan kematian 

472.2 Perkawinan, perceraian dan advokasi 

472.21 Perkawinan agama islam 

472.22 Perkawinan agama non islam 

472.23 Perceraian agama islam 

472.24 Perceraian agama non muslim 

472.25 Advokasi perkawinan dan perceraian 

472.3 Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan 
pembatalan akta dan advokasi 472.31 Pengangkatan anak 

472.32 Pengakuan anak 

472.33 Pengesahan anak 

472.34 Perubahan akta 

472.35 Pembatalan akta 

472.36 Advokasi pengurusan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak 
serta  

Perubahan dan pembatalan akta 
472.4 Pencatatan kewarganegaraan 

472.41 Akibat perkawinan  

472.42 Akibat kelahiran 

 472.43 Non perkawinan  

472.44 Non kelahiran 

472.45 Perubahan WNI ke WNA 

 473 INFORMASI KEPENDUDUKAN 

473.1 Teknologi informasi 

473.11 Perangkat keras 

 473.12 Perangkat lunak 

473.13 Jaringan komunikasi data 

473.2 Kelembagaan dan sumber daya informasi 

473.21 Daerah maju 

473.22 Daerah berkembang 
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473.23 Daerah terbelakang 

473.3 Pengolahan data kependudukan 

473.31 Pendaftaran penduduk 

473.32 Kejadian vital penduduk 

473.33 Penduduk non registrasi 

473.4 Pelayanan informasi kependudukan 

473.41 Media elektronik 

473.42 Pendaftaran  

473.43 Outlet 

  474 PERKEMBANGAN PENDUDUK 

Pengarahan kuantias pendduk 474.1 Pengarahan kuantitas penduduk 

474.11 Struktur jumlah 

474.12 Komposisi 

474.13 Fertilitas 

474.14 Kesehatan reproduksi 

474.15 Morbiditas penduduk 

474.16 Moralitas penduduk 

474.2 Pengembangan kuantitas penduduk 

474.21 Anak dan remaja 

474.22 Penduduk usia produktif 

474.23 Penduduk lanjut usia 

474.24 Gender 

474.3 Penataan persebaran penduduk 

474.31 Migrasi antar wilayah 

474.32 Migrasi internasional 

474.33 Urbanisasi 

474.34 Sementara 

474.35 Migrasi non permanen 

474.4  Perlindungan dan pemberdayaan penduduk 

474.41 Pengembangan sistem perlindungan penduduk 

474.42 Pelayanan kelembagaan ekonomi 

474.43 Pelayanan kelembangan sosial budaya 

474.44 Partisipasi masyarakat 

474.5 Pengembangan wawasan kependudukan 

474.51 Pendidikan jalur sekolah 

474.52 Pendidikan jalur luar sekolah 

474.53 Pendidikan jalur masyarakat 

474.54 Pengembangan berwawasan kependudukan 

 475 PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 

475.1 Indikator kependudukan  

 475.11 Perumusan penetapan dan pengembangan imdicator kependudukan 

475.12 Pemanfaatan indikator kependudukan 

475.13 Sosialisasi indikator kependudukan 

475.2 Proyeksi penduduk 

475.21 Penyusunan dan pengembangan indikator kependudukan 

475.22 Pemanfaatan proyeksi kependudukan 

475.3 Analisis dampak kependudukan 

475.31 Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 



 

 

23 

 

475.32 

 

Pemanfaatan analisis dampak kependudukan 

475.4 Penyerasian kebijakan lembaga dan pemerintah 

475.41 Lembaga internasional 

475.42 Lembaga masyarakat dan nirlaba 

475.43 Lembaga usaha swasta 

475.5 Penerasian kebijakan lembaga pemerintah 

475.51 Lembaga pemerintah 

475.52 Pemerintah provinsi dan kota 

475.53 Pemerintah kabupaten 

475.6 Analisis 

476 MONITORING 

EVAUASI 477 

478 

EVALUASI 

478 DOKUMENTASI 

480 MEDIA MASA 

481 PENERBITAN 

481.1 Surat kabar 

481.2 Majalah 

481.3 Buku 

481.4 Penerjemah 

482 Radio 

482.1 RRI 

482.11 Siaran pedesaan, lihat 411.54 

482.2 Non RRI 

482.3 Luar negeri 

483 TELEVISI 

484 FILM 
485 PERS 
485.1 Kewartawanan 

485.11 Wawancara 

485.12 Informasi nasional 

486 Garfika 

487 PENERANGAN 

487.1 Pameran no komersil 

488 OPERATION ROOM  

489 HUBUNGAN MASYARAKAT 

489.1 Informasi 

489.2 Publikasi 

489.3 Protokoler 

 500 PEREKONOMIAN 

500 PEREKONOMIAN 

500.1 DEWAN STABILISASI 

501 PENGADAAN PANGAN 

502 PENGADAAN PANDANG  

503 PERIZINAN PADA UMUMNYA UNTUK PERIZINAN SUATU 

BIDANG,KLASIFIKASIKAN PADA MASALAHNYA 510 PERDAGANGAN 

Klasifikasi disini: tataniaga 510.1 Promosi perdagangan 
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510.11 Pekan raya 

510.12 Iklan 

510.13 Pameran non komersil, lihat 487.1 

510.2 Pelelangan 

510.21 Tera 

511 PEMASARAN 

511.1 Sembilan bahan pokok, tambahkan kode wilayah, beras, 
garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dsb 511.2 Pasar 

511.3 Pertokoan, kaki lima, kios 

512 EKSPOR 

513 IMPOR 

514 PERDAGANGAN ANTAR PULAU 

515 PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

516 PERGUDANGAN 

Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng 517 ANEKA USAHA PERDAGANGAN 

518 KOPERASI ( untuk BUUD, KUD lihat : 412.31-412.32 ) 

520 PERTANIAN 

521 TANAMAN PANGAN 

521.1 Program  

521.11 Bimas/linmas, termasuk kredit 

521.12 Penyuluhan  

521.2 Produksi 

521.21 Padi/panen 

521.22 Palawija 

521.23 Jagung 

521.24 Ketela pohon/ubi-ubian 

521.25 Hortikultura 

521.26 Sayur/buah-buahan 

521.27 Tanaman hias 

521.28 Pembudidayaan rumput laut 

521.3 Sarana usaha pertanian 

521.31 Peralatan 

521.32 Meliputi traktor dsb 

521.33 Pembibitan 

521.34 Pupuk 

521.4 Perlindungan tanaman 

521.41 Penyakit, penyakit daun, penyakit batang 

521.42 Hama-hama serangga : wereng, kalang sangit, tungro hama tikus 
dsb. 521.43 Pemberantasan hama meliputi : penyemprotan,  penyiangan, 
geropyokan, sprayer, 

Pemberantasan melalui udara 
521.44 Pestisida 

521.5 Tanah pertanian pangan 

52151 Persawahan 

521.52 Perladangan 

521.53 Kebun 

521.54 Rumpun ikan laut 

521.55 KTA/lahan kritis 

521.6 Pengusaha petani 

521.7 Bina usaha 
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521.71 Pasca panen 

521.72  Pemasaran hasil 

523 PERIKANAN 

523.1 Program 

523.11 Penyuluhan 

523.12 Teknologi 

523.2 Produksi 

523.21 Perikanan laut dan payau 

523.22 Perikanan darat 

523.23 Pelelangan 

523.3 

 

Usaha perikanan 

523.31 

 

Pembibitan 

523.32 

 

Daerah penangkapan 

523.33 

 

Pertambakan meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dll. 

523.34 

 

Jaring terapung 

523.4 Sarana 

523.41 Peralatan  

523.42 Kapal 

523.43 Pelabuhan 

523.5 Pengusaha, nelayan 

524 PETERNAKAN 

524.1 Produksi 

524.11 Susu ternak rakyat 

524.12 Telor 

524.13 Daging 

524.14 Kulit 

524.2 Sarana usaha ternak 

524.21 Pembibitan 

524.22 Kandang ternak 

524.23 Pakan ternak 

524.3 Kesehatan hewan 

524.31 Penyakit hewan 

524.32 Pos kesehatan hewan 

524.33 Tesi pullorum 

524.34 Karantina 

524.35 Pemberantasan penyakit hewan termasuk upaya pencegahannya 

524.4 Perunggasan 

524.5 Pengembangan ternak  

524.51 Insiminasi buatan 

524.52 Pembibitan / bibit unggul 

524.53 Penyebaran ternak 

524.6 Makanan ternak 

524.7 Tempat pemotongan ternak 

524.8 Data peternakan 

525 PERKEBUNAN 

525.1 Program 

525.2 Produksi 

525.21 Karet 
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525.22 Teh 

525.23 Tembakau 

525.24 Tebu 

525.25 Cengkeh 

525.26 Kopra/kelapa/kelapa sawit 

525.27 Kopi 

525.28 Kakao/coklat 

 525.29 Aneka tanaman 

530 PERINDUSTRIAN 

530.08 Undang-undang gangguan 

531 INDUSTRI LOGAM 

532 INDUSTRI MESIN/ELEKTRONIK 

533 INDUSTRI KIMIA/FARMA 

534 INDUSTRI TEKSTIL 

535 INDUSTRI MAKANAN/MINUMAN 

536 ANEKA INDUSTRI/PERUSAHAAN 

537 ANEKA KERAJINAN 

538 USAHA NEGARA/BUMN 

538.1 Perjan 

538.2 Perum 

538.3 Persero / PT,CV 

539 PERUSAHAAN DAERAH / BUMD 

550 PERHUBUNGAN 

551 PERHUBUNGAN DARAT 

551.1 Lalu lintas jalan raya, sungai danau 

551.11 Keamanan lalu lintas rambu-rambu 

551.2 Angkutan jalan raya 

551.21 Perizinan 

551.22 Terminal 

551.23 Alat angkutan  

551.3 Angkutan sungai 

 551.31 Perizinan 

 551.32 Terminal 

 551.33 Pelabuhan 

 551.4 Angkutan danau 

 551.41 Perizinan 

 551.42 Terminal 

 551.43 Pelabuhan 

 551.5 Feri 

 551.51 Perizinan 

 551.52 Terminal 

 551.53 Pelabuhan 

 551.6 Perkereta apian 

552 PERHUBUNGAN LAUT 

 552.1 Lalu lintas angkutan laut, pelayanan umum 

 552.11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu 

 552.12 Pelayaran dalam negeri 

 552.13 Pelayaran luar negeri 
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 552.2 Perkapalan alat angkutan 

 552.3 Pelabuhan  

 552.4 Pengerukan 

 552.5 Penjagaan pantai 

553 PERHUBUNGAN UDARA 

553.1 Lalu lintas udara/keamanan lalu lintas udara 

553.2 Pelabuhan udara 

553.3 Alat angkutan 

554 POS 

554.1 Jasa titipan 

555 TELEKOMUNIKASI 

 555.1 Telepon 

 555.2 Telegram 

 555.3 Telex/SSB/faximili 

 555.4 Satelit/internet 

 555.5 Stasiun bumi/parabola 

556 PARIWISATA DAN REKREASI 

 556.1 Obyek kepariwisataan taman mini indonesia 

 556.2 Perhotelan 

 556.3 Travel service 

 556.4 Tempat rekreasi 

557 METEOROLOGI 

 557.1 Ramalan cuaca 

 557.2 Curah hujan 

 557.3 Kemarau panjang 

560 TENAGA KERJA 

560.1 Pengangguran 

561 UPAH 

562 PENEMPATAN TENAGA KERJA, TKI,TRANSMIGRASI 

463 LATIHAN KERJA 

564 TENAGA SUKARELA 

564.1 Busti 

564.2 Padat karya 

565 PERSELISIHAN PEMBURUHAN 

566 KESELAMATAN KERJA 

567 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

568 KESEJAHTERAAN BURUH 

569 TENAGA ORANG ASING 

570 PERMODALAN 

571  MODAL DOMESTIK 

572 MODAL ASING 

573 MODAL PATUNGAN (Join Venture/Penyertaan Modal) 

574 PASAR UANG DAN MODAL 

575 SAHAM 

- 580 PERBANKAN MONETER 

581 KREDIT 

582 INVESTASI 

583 DEPOSITO 
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584 BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

585 ASURANSI 

 Dana kecelakaan lalu lintas 

586 ALAT PEMBAYARAN,CEK,GIRO,WESEL,TRANSFER 

587 FISKAL 

588 HUTANG NEGARA 

589 MONETER 

590 AGRARIA 

591 TATA GUNA TANAH 

 591.1 Pemetaan dan pengukuran  

 591.2 Peroetaan 

 591.3 Penyedia Data 

 591.4 Fatwa tata guna tanah 

 591.5 Tanah kritis 

 592 LANDREFORM 

 592.1 Reditribusi 

 592.11 Pendaftaran, pemilik dan pengurusan 

 592.12 Penentuan tanah obyek landreform 

 592.13 Pembagian tanah obyek landreform 

 592.14 Sengketa Redtribusi Tanah obyek lendreform 

 592.2 Ganti rugi 

 592.21 Ganti rugi tanah kelebihan ;meliputi : Sengketa ganti rugi tanah 

kelebihan  592.22 Sengkata ganti rugi tanah absentee ; meliputi : sengketa ganti tanah 

absentee  592.3 Bagi hasil 

 592.31 Penetapan imbangan 

 592.33 Sengketa perjanjian bagi hasil 

 592.4 Gadai tanah 

 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan gadai tanah 

 592.42 Pelaksanaan gadai tanah 

 592.43 Sengketa gadai tanah 

 592.5 Bimbingaan dan penyuluhan 

 592.6 Pengembangan 

 592.7 Yayasan dana landreform (Y.D.L) 

 593 PENGURUSAN HAK-HAK TANAH 

 593.01 Penyusunan program dan bimbingan teknis 

 593.1 Sewa tanah 

 593.11 Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tebu, tembakau, rosela corhourus 

 593.2 Hak milik 

 593.21 Perorangan 

 593.22 Badan hukum 

 593.3 Hak pakai 

 593.31 Perorangan 

 593.31 Warga negara indonesia 

 593.31 Warga Negara asing 

 593.32  Badan hukum  

 593.32 Badan hukum Indonesia 

 593.32 Badan hukum asing, kedutaan, konsultan, kantor dagang asing 

 593.33 Tanah-tanah gedung negeri 
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 593.4 Guna usaha 

 593.41 Perkebunan besar 

 593.42 Perkebunan rakyat  

 593.43 Peternakan 

 593.44 Perikanan 

 593.45 Kehutanan 

 593.5 Hak guna bangunan 

 593.51 Perorangan 

 593.52 Badan hukum 

 593.53 P3MB ( Panitai Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda ) 

 593.54 Badan hukum asing belanda-PRK No.5165 

 593.55 Pemulihan hak (Pen Pres 4 / 1960 ) 

 593.6 Hak pengelolaan 

 593.61 PN.Perumnas, Bondet ware house, industrial estate, real estate 

 593.7 Sengketa tanah 

 593.71 Peradilan perkara tanah (lihat juga 183 ) 

 593.8 Pencabutan dan pembebasan tanah 

 593.81 Pencabutan hak 

 593.82 Pembebasan tanah 

 593.83 Ganti rugi tanah 

 594 PENDAFTARAN TANAH 

 594.1 Pengukuran/ pemetaan 

 594.11 Fotogrametri 

 594.12 Terristris 

 594.13 Triangulasi 

 594.14 Peralatan  

 594.2 Dana pengukuran(permen agraria no.61/1965) 

 594.3 Sertifikat  

 594.4 Pejabat pembuat akte tanah(PPAT) 

 595 LAHAN TRANSMIGRASI 

 595.1 Tata guna tanah 

 595.2 Landreform 

 595.3 Pengukuran hak-hak tanah 

 595.4 Pengembangan kawasan 

 
 

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 

 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 

KERJABANGUN,KONSTRUKSI,INDUSTRI KONSTRUKSI 

KONTRAKTOR PEMBORONG 
 602.1 Tender 

 602.2 Penunjukan 

 602.3 Pra kualifikasi 

 602.31 Daftar rekanan mampu(DRM) 

 602.32 Tanda daftar rekanan(TDR) 

 603 ARSITEKSTUR 

 604 BAHAN BANGUNAN 

 604.1 Tanah dan batu seperti: batu belah, steen slag,splip dsb 

 604.2 aspal,aspal buatan,aspal alam(butas) 

 604.3 Besi dan logam lainnya 
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 604.31 Besi beton 

 604.32 Besi profil(konstruksi) 

 604.33 Paku 

 604.34 Alumunium,profil 

 604.4 Bahan-bahan pelindung dan pengawet 

(cat,tech oil,pengawet kayu)  604.5 Semen 

 604.6 Kayu 

 604.7 Bahan penutup atap 

(genteng, asbes gelombang, seng dsb)  604.8 Alat-alat penggantung dan pengunci 

 604.9 Bahan-bahan bangunan lainnya 

 605 INSTALASI 

 605.1 Instalasi bangunan 

 605.2 Instalasi listrik 

 605.3 Instalasi air/sanitasi 

 605.4 Instalasi pengatur udara 

 605.5 Instalasi akustik 

 605.6 Instalasi cahaya/penerangan 

 606 KONSTRUKSI PENCEGAHAN 

 606.1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran 

 606.2 Konstruksi pencegahan terhadap gempa  

 606.3 Konstruksi pencegahan terhadap angin/udara/panas 

 606.4 Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan 

 606.5 Konstruksi pencegahan terhadap gas/eksplosive 

 606.6 Konstruksi pencegahan terhadap serangga 

 606.7 Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom 

 610 PENGAIRAN 

 611 IRIGASI 

 611.1 Bangunan waduk 

 611.11 Bendungan 

 611.12 Tanggul 

 611.13 Pelimpahan banjir 

 611.14 Menara pengambilan 

 611.2 Bendungan 

 611.21 Bendungan dengan pintu bilas 

 611.22 Bendungan dengan pompa 

 611.23 Pengambilan bebas 

 611.24 Pengambilan bebas dengan pompa 

 611.25 Sumur dengan pompa 

 611.26 Kantung lumpur 

 611.27 Silt ekstraktor 

 611.29 Escope channel 

 611.3 Bangunan pembawa 

 611.31 Saluran 

 611.311 Saluran induk 

 611.312 Saluran sekunder   

 611.314 Suplesi 

 611.315 Tersier 

 611 Saluran kuartet 
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 611 Saluran pasangan 

 611 Saluran tertutup/terowongan 

 611 bangunan 

 611 Bangunan bagi 

 611 Bangunan bagi dan sadap 

 611 Bangunan sadap 

 611 Bangunan check 

 611 Bangunan terjun 

 611 Box tersier 

 611 Got miring 

 611 Talang 

 611 Sypon 

 611 Gorong-gorong 

 611 Pelimpah samping 

 611 Bangunan pembuang 

 611 Saluran 

 611 Saluran pembuang induk 

 611 Saluran pembuang sekunder 

 611 Saluran pembuang tersier 

 611 Bangunan 

 611 Bangunan outlet 

 611 Bangunan terjun 

 611 Bangunan penahan banjir 

 611 Gorong-gorong pembuang 

 611 Talang pembuang  

 611 Sypon pembuang 

 611 Bangunan lainnya 

 611.51 Jalan 

 611.511 Jalan inspeksi 

 611.512 Jalan logistik waduk lapangan 

 611.52 Jembatan  

 611.521 Jembatan inspeksi 

 611.522 Jembatan kecil/jembatan hewan 

 611.53 Tangga cuci 

 611.54 Kubangan kerbau 

 611.55 Waduk lapangan 

 611.56 Bangunan penunjang 

 611.57 Jaringan/telepon 

 611.58 Stasiun agro 

 612 FOLDER 

612.1 Tanggul keliling 

 612.11 Tanggul 

 612.12 Bangunan penutup sungai  

 612.13 Jembatan 

 612.2 Bangunan pemmbawa 

 612.21 Saluran 

 612.211 Saluran muka 

 612.212 Saluran pembawa waduk 
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 612.213 Saluran pembawa sekunder 

 612.22 Stasiun pompa pemasukan 

 612.24 Bangunan bagi 

 612.25 Gorong-gorong 

 612.25 Syphon 

 612.3 Bangunan pembuang 

 612.31 Stasiun pompa pembuang 

 612.32 Saluran 

 612.321 Saluran pembuang induk 

 612.322 Saluran pembuang sekunder 

 612.33 Pintu air pembuang 

 612.34 Gorong-gorong pembuang 

 612.35 Sypon pembuang 

 612.4 Bangunan lainnya 

 612.41 Bangunan 

 612.411 Bangunan pengukur air 

 612.412 Bangunan pengukur curah hujan 

 612.413 Bangunan gudang stasiun pompa 

 612.414 Bangunan listrik stasiun pompa 

 612.42 Rumah petugas eksploitasi 

 613 PASANG SURUT 

 613.1 Bangunan pembawa 

 613.11 Saluran  

 613.111 Saluran pembawa induk 

 613.112 Saluran pembawa sekunder 

 613.113 Saluran pembawa tersier 

 613.114 Saluran penyimpan air 

 613.12 Bangunan pintu pemasukan 

 613.2 Bangunan pembuang 

 613.21 Saluran  

 613.211 Saluran pembuang induk 

 613.212 Saluran pembuang sekunder 

 613.213 Saluran pembuang tersier 

 613.214 Saluran pengumpul air 

 613.22 Bangunan pintu pembuang 

 613.3 Bangunan lainnya 

 613.31 Kolam pasang 

 613.32 Saluran  

 613.321 Saluran lalu litas 

 613.322 Saluran muka 

 613.33 Bangunan 

 613.331 Bangunan penangkis kotoran 

 613.332 Bangunan pengukur muka air 

 613.333 Bangunan pengukur curah hujan 

 613.34 Jalan 

 613.35 Jembatan 

 614 PENGENDALI SUNGAI 

 614.1 Bangunan pengaman 
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 614.11 Tanggul banjir 

 614.12 Pintu pengatur hujan/banjir 

 614.13 Klep pengatur hujan/banjir 

 614.14 Tembok pengaman talud 

 614.15 Krib 

 614.16 Kantung lumpur 

 614.17 Check dam  

 614.18 Sypon 

 614.2 Saluran pengaman 

 614.21 Saluran banjir 

 614.22 Saluran drainage 

 614.23 Corepure 

6 14.3 Bangunan lainnya 

 614.31 Warning sistem 

 614.32 Stasiun  

 614.321 Stasiun pengukur curah hujan 

 614.322 Stasiun pengukur air 

 614.323 Stasiun pengukur cuaca 

 614.324 Stasiun pos penjagaan 

 615 PENGAMANAN PANTAI 

615.1 Tanggul 

615.2 Krib 

615.3 Bangunan lainnya 

616 Air tanah 

 616.1 Stasiun pompa 

 616.2 Bagunan pembawa 

 616.3 Bangunan pembuang 

 616.4 Bangunan lainnya 

 620 JALAN 

 621 JALAN RAYA 

 621.1 Daerah penguasa 

 621.11 Tanah 

 62112 Tanaman 

 621.1 Bangunan 

 621.2 Bangunan sementara 

 621.21 Jalan sementara 

 621.22 Jembatan sementara 

 621.23 Kantor proyek 

 621.24 Gedung proyek 

 621.25 Barak kerja 

 621.26 Laboratorium lapangan 

 621.3 Rumah 

 621.31 Badan jalan 

 621.32 Pekerjaan tanah(Earth work) 

 621.4 Stabilisasi 

 621.41 Perkerasan 

 621.42 Lapis pondasi atas 

 621.43 Lapis pondasi bawah 
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 621.5 Lapis permukaan 

 621.51 Drainase 

 621.52 Parit tanah/baru 

 621.6 Gorong-gorong(culvert) 

 621.61 Buku trotuir 

 621.62 Tanah 

 621.63 Perkerasan 

 621.7 Pasangan 

 621.71 Median  

 621.72 Tanah 

 621.73 Tanaman 

 621.74 Perkerasan  

 621.8 Pasangan 

 621.81 Daerah samping 

 621.82 Tanaman 

 621.9 Pagar 

 621.91 Bangunan pelengkap dan pengaman 

 621.92 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas 

 621.93 Lampu penerangan 

 621.94 Lampu pengatur lalu lintas  

 621.95 Patok-patok KM 

 621.96 Patok-patok R.O.W(sempadan) 

 621.97 Rel pengaman 

 621.98 Pagar 

 621.98 Turap penahan  

 621.99 Bronjong 

 622 JALAN LUAR KOTA 

 622.1 Daerah penguasa 

 622.11 Tanah 

 622.12 Tanaman  

 622.13 Bangunan 

 622.2 Bangunan sementara 

 622.21 Jalan sementara 

 622.22 Jembatan sementara  

 622.23 Kantor proyek 

 622.24 Gudang proyek 

 622.25 Barak kerja 

 622.26 Laboratorium lapangan 

 622.27 Rumah 

 622.3 Badan jalan 

 622.31 Pekerjaan tanah 

 622.32 Stabilisasi 

 622.4 Pekerasan(pavement) 

 622.41 Lapis pondasi 

 622.42 Lapis pndasi bawah 

 622.43 Lapis permukaan 

 622.5 Drainase 

 622.51 Parit 
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 622.52 Gorong-gorong(culvert) 

 622.53 Sub drainage 

 622.6 Troroar 

 622.61 Tanah 

 622.62 Perkerasan 

 622.7 Median 

 622.71 Tanah 

 622.72 Tanaman 

 622.73 Perkerasan 

 622.74 Pasangan 

 622.8 Daerah samping 

 622.81 Tanaman 

 622.82 Pagar 

 622.9 Bangunan pelengkap dan pengaman 

 622.91 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas 

 622.92 Lampu penerangan 

 622.93 Lampu pengatur lalu lintas 

 622.94 Patok-patok KM 

 622.95 Patok-patok R.O.W(sempadan) 

 622.96 Rel pengamanan 

 622.97 Pagar 

 622.98 Turap pengaman 

 622.99 Bronjong 

630 JEMBATAN 

631 Jembatan pada jalan kotak 

 631.1 Daearah penguasaan 

 631.11 Tanah 

 631.12 Tanaman 

 631.13 Bangunan 

 631.2 Bangunan sementara 

 631.21 Jalan sementara 

 631.2 Jembatan sementara 

 631.23 Kantor proyek 

 631.24 Gudang proyek 

 631.25 Barak kerja 

 631.26 Laboratorium lapangan 

 631..27 Rumah 

 631.3 Pekerjaan tanah(eart work) 

 631.31 Galian tanah 

 631.32 Timbunan tanah 

 631.4 Pondasi 

 631.41 Pondasi kepala jalan 

 631.42 Pondasi pilar 

 631.43 Pondasi angker 

 631.5 Bangunan bawah 

 631.51 Kepala jembatan 

 631.52 Pilar 

 631.53 Piloon 
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 631.54 Landasan 

 631.6 Bangunan 

 631.61 Gelagar 

 631.62  Lantai 

 631.63 Perkerasan 

 631.64 Jalan orang/trotoar 

 631.65 Sandaran 

 631.66 Talang air 

 631.7 Bangunan/pengaman 

 631.71 Turap/penahan 

 631.72 Bronjong 

 631.73 Streak dam 

 631.74 Kist dam 

 631.75 Corepure 

 631.76 Krib 

 631.8 Bangunan pelengkap 

 631.81 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas 

 631.82 Lampu penerangan 

 631.83 Lampu pengatur lalu lintas 

 631.84 Patok pengaman 

 631.85 Patok-patok R.O.W(sempadan) 

 631.86 Pagar 

 631.9 Oprit 

 631.91 Badan 

 631.92 Perkerasan 

 631.93 Drainage 

 631.94 Baku 

 631.95 Median 

 632 Jembatan pada jalan luar kota 

 632.1 Daerah penguasaan 

 632.11 Tanah 

 632.12 Tanaman 

 632.13 Bangunan 

 632.2 Bangunan sementara 

 632.21 Jalan sementara 

 632.22 Jembatan sementara 

 632.23 Kantor proyek 

 632.24 Gudang proyek 

 632.25 Barak kerja 

 632.26 Laboratorium lapangan 

 632.27 Rumah 

 632.3 Pekerjaan tanah(eart work) 

 632.31 Galian tanah 

 632.32 Timbunan tanah 

 632.4 Pondasi 

 632.41 Pondasi kepala jalan 

 632.42 Pondasi pilar 

 632.43 Pondasi angker 
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 632.5 Bangunan bawah 

 632.51 Kepala jembatan 

 632.52 Pilar 

 632.53 Piloon 

 632.54 Landasan 

 632.6 Bangunan atas 

 632.61 Gelagar 

 632.2  Lantai 

 632.63 Perkerasan 

 632.64 Jalan orang/trotoar 

 632.65 Sandaran 

 632.66 Talang air 

 632.7 Bangunan/pengaman 

 632.72 Turap/penahan 

 632.73 Bronjong 

 632.74 Streak dam 

 632.75 Kist dam 

 632.76 Corepure 

 632.8 Krib 

 632.81 Bangunan pelengkap 

 632.82 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas 

 632.83 Lampu penerangan 

 632.84 Lampu pengatur lalu lintas 

 632.85 Patok pengaman 

 632.86 Patok-patok R.O.W(sempadan) 

 632.9 Pagar 

 632.91 Oprit 

 632.92 Badan 

 632.93 Perkerasan 

 632.94 Drainage 

 632.95 Baku 

 632.95 Median 

640 BANGUNAN 

641 Bangunan pemerintah 

 641.1 Gedung peradilan 

 641.2 Rumah pejabat Negara 

 641.3 Gedung DPR 

 641.4 Gedung balai kota 

 641.5 Penjara 

 641.6 perkantoran 

bangunan 642 Bangunan pendidikan 

642.1 Taman kanak-kanak 

642.2 SD dan sekolah menengah 

642.3 Perguruan tinggi 

643 Bangunan rekreasi 

643.1 Bangunan olah raga 

643.2 Gedung kesenian 

643.3 Gedung pemancar 
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644 Bangunan perdagangan 

 644.1 Pusat pembelanjaan 

 644.2 Gedung perdagangan 

 644.3 BANK 

 644.4 Perkantoran 

645 Bangunan pelayanan umum 

 645.1 Mandi,cuci,kakus(MCK) umum 

 645.2 Gedung parkir 

 645.3 Rumah sakit 

 645.4 Gedung Telkom 

 645.5 Terminal angkutan udara 

 645.6 Terminal angkutan air 

 645.7 Terminal angkutan darat 

 645.8 Bangunan keagamaan 

646 Bangunan pelayanan umum 

 646.1 Monument 

 646.2 Candi 

 646.3 Keratin 

 646.4 Rumah tradisional 

647 Bangunan industry 

648 Bangunan tempat tinggal 

 648.1 Rumah perkantoran 

 648.11 Inti/sederhana 

 648.12 Sedang/mewah 

 648.2 Rumah pedesaan 

 648.21 Rumah contoh 

 648.3 Rumah real estate 

 648.31 Rumah BTN 

 648.32 Rumah perumnas 

648.4 Bapetarum 

649 Elemen bangunan 

 649.1 pondasi 

 649.11 Di atas tiang 

 649.2 dinding 

 649.21 Penahan beban 

 649.22 Tidak menahan beban 

 649.3 Atap  

 649.31 Atap genteng 

 649.32 Atap asbes 

 649.33 Atap seng 

 649.4 Lantai/langit-langit 

 649.41 Suspended 

 649.42 Solit 

 649.5 Pintu 

 649.51 Pintu harmonic 

 649.52 Pintu biasa 

 649.53 Pintu sorong 

 649.54 Pintu kayu 
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 649.55 Jendela sorong 

 649.56 Jendel vertical 

  650 TATA KOTA 

  651 Daerah perdagangan/pelabuhan 

 651.1 Daerah pusat perbelanjaan 

 651.2 Daerah perkotaan 

  652 Daerah pemerintah 

Daerah   653 Daerah perumahan (site dan service) 

 653.1 Kepadatan rendah (low density) 

 653.2 Kepadatan tinggi (high density) 

  654 Daerah industri 

 654.1 Industri berat 

 654.2 Industri ringan 

 654.3 Industri rumah(home industry) 

  655 Daerah rekreasi(open space) 

 655.1 Public garden 

 655.2 Sport dan playing fields 

 655.3 Open space 

  656 Transfortai (tata letak) 

 656.1 Jaringan jalan 

 656.11 Penerangan jalan 

 656.2 Jaringan kereta api 

 656.3 Jaringan sungai 

657 Assaineering 

 657.1 Saluran pengumpulan 

 657.2 Intalasi pengolahan 

 657.21 Bangunan 

 657.211 Bangunan penyaringan 

 657.212 Bangunan pengharvur kotoran /sampah 

 657.213 Bangunan pengendap 

 657.214 Bangunan pengering lumpur 

 657.22 Unit desinfektan 

 657.23 Unit perpompaan 

658 Kesehatan lingkungan 

 658.1 Persampahan 

 658.11 Bangunan pengumpul 

 658.12 Bangunan pemusnahan 

 658.2 Penotoran udara 

 658.3 Penotoran air 

 658.31 Air buangan industri/limbah 

 658.4 Kegaduhan 

 658.5 Kebersihan kota 

660 TATA LINGKUNGAN 

 660.1 Persampahan 

 660.2 Kebersihan lingkungan 

 660.3 Pencemaran 

 660.31 Pencemaran air 

 660.32 Pencemaran udara 
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661 Daerah hutan 

662 Daerah pertanian/perkebunan 

663 Daerah pemukiman 

664 Pusat pertumbuhan 

665 Transfortasi 

 665.1 Jaringan jalan 

 665.2 Jaringan kereta api 

 665.3 Jaringan sungai 

 665.4 Dampak lingkungan 

690 AIR MINUM 

691 Intake 

 691.1 Broncaptering 

 691.2 Sumur 

 691.3 Bendugan 

 691.4 Saringan(screen) 

 691.5 Pintu air 

 691.6 Saluran pembawa 

 691.7 Alat ukur perpompaan 

 692 Trasmisi air baku 

 692.1 Perpipaan 

 692.2 Katup udara(air relief) 

 692.3 Katup penguras(blow off) 

 692.4 Bak pelepas tekanan 

 692.5 Jembatan pipa 

  692.6 Sypon  

 693 Instalasi pengelolaan 

 693.1 Bangunan ukur 

 693.2 Bangunan aerasi 

 693.3 Bangunan pengendapan 

 693.4 Bangunan pembubuh bahan kimia 

 693.5 Bangunan pengaduk 

 693.6 Bangunan saringan 

 693.7 Perpompaan 

 693.8 Clear hell 

694 Distribusi 

 694.1 Reservoir menara bawah tanah 

 694.11 Menara 

 694.12 Reservoir di bawah tanah 

 694.2 Perpipaan  

 694.3 Perpompaan 

 694.4 Jembatan pipa 

 694.5 Syphon 

 694.6 Hydran 

 694.61 Hydran umum 

 694.62 Hydran kebakaran 

 694.7 Katup 

 694.71 Katup udara(air relief) 

 694.72 Katup pelepas(blow off) 
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 694.8 Bak pelepas tekanan(pressure recuding valve) 

 700 PENGAWASAN 

700 PENGAWASAN 

701 Bidang urusan dalam 

702 Bidang peralatan 

703 Bidang kekayaan daerah 

704 Bidang perpustakaan/Dokuumentasi/kearsipan/sandi 

705 Bidang perencanaan 

706 Bidang organisasi/ketatalksanaan 

707 Bidang penelitian 

708 Bidang konferensi 

709 Bidang perjalanan dinas 

710 BIDANG PEMERINTAHAN 

711 Bidang pemerintahan pusat 

712 Bidang pemerintahan provinsi 

713 Bidang pemerintahan kabupaten/kota 

714 Bidang pemerintahan desa 

715 Bidang MPR/DPR 

716 Bidang DPRD provinsi 

717 Bidang DPRD kabupaten/ kota 

718 Bidang hukum 

719 Bidang hubungan luar negeri 

720 BIDANG POLITIK 

721 Bidang kepartaian 

722 Bidang organisasi kemasyarakatan 

723 Bidang organisasi profesidan fungsioal 

724 Bidang organisasi pemuda 

725 Bidang organisasi buruh, tani dan nelayan 

726 Bidang organisasi wanita 

727 Bidang pemilihan umum 

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

741 Bidang pembangunan desa 

742 Bidang pendidikan 

743 Bidang kebudayaan 

744 Bidang kesehatan 

745 Bidang agama 

746 Bidang social 

747 Bidang kependudukan 

748 Bidang media massa 

750 BIDANG PEREKONOMIAN 

751 Bidang perdaganagan 

752 Bidang pertanian 

753 Bidang perindustrian 

754 Bidang pertambangan/kesamuderaan 

755 Bidang perhubungan 

756 Bidang tenaga kerja 
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757 Bidang permodalan  

758 Bidang perbankan/moneter 

759 Bidang Agraria 

760 BIDANG PEKERJAAN UMUM 

761 Bidang pengairan 

762 Bidang jalan 

763 Bidang jembatan 

664 Bidang bangunan 

765 Bidang tata kota 

766 Bidang lingkungan 

767 Bidang ketenagaan 

768 Bidang peralatan 

769 Bidang Air minum 

780 BIDANG KEPEGAWAIAN 

781 Bidang 

782 Bidang pengadaan pegawai 

783 Bidang mutasi pegawai 

784 Bidang kedudukan pegawai 

785 Bidang kesejahteraan pegawai 

786 Bidang cuti 

787 Bidang penilaian 

788 Bidang tata usaha kepegawaian 

789 Bidang pendidikan pegawai 

790 BIDANG KEUANGAN 

791 Bidang Anggaran 

792 Bidang otorisasi 

793 Bidang verifikasi 

794 Bidang pembukuan 

795 Bidang perbendaharaan 

796 Bidang pembinaan kebendaharaan 

797 Bidang pendapatan 

799 Bidang bendaharaan 

 800 KEPEGAWAIAN 

 800 KEPEGAWAIAN 

 800 Klasifikasi di sini: kebijaksanaan kepegawaian 

 800.1 Perencanaan 

 800.2 Penelitian 

 800.043 Pengaduan 

 800.05 Tim 

 800.07 Statistik 

 800.08 Peraturan perundang-undangan 

810 PENGADAAN 

 Meliputi: Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan  

Calon pegawai 811 LAMARAN 

 811.1 Testing 

 811.2 Screening 
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 811.3 Panggilan 

812 PENGUJIAN KESEHATAN 

813 PENGANGKATAN CALON PEGAWAI 

 813.1 Pengangkatan calon pegawai golongan I 

 813.2 Pengangkatan calon pegawai golongan II  

 813.3 Pengangkatan calon pegawai golongan III 

 813.4 Pengangkatan calon pegawai golongan IV 

 813.5 Pengangkatan calon guru inpres 

 814 Pengangkatan tenaga lepas 

 814.1 Pengangkatan tenaga bulanan/tenaga kontrak 

 814.2 Pengangkatan harian 

 814.3 Pengangkatan pensiunan 

820 MUTASI 

Meliputi pengangkatan, penaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, 
pemindahan, pelimpahan detasering, tugas belajar dan wajib 

militer 

 

821 Pengangkatan 

 821.1 Pengangkatan menjadi pegawai negeri (tetap) 

 821.11 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan I 

 821.12 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan II  

 821.13 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan III 

 821.14 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan IV 

 821.15 Pengangkatan kembali pegawai negeri sipil yang cuti diluar 

Tanggungan Negara  821.2 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dalam jabatan, 

Berita acara serah terima jabatan  821.21 Sekjen/dirjen/irjen/kabag 

 821.22 Kepala biro/direktur/inspektur/kepala pusat/sekretaris/kepala 

Dinas/asisten sekwilda  821.23 Kepala bagian/kepala sub direktorat/kepala bidang/inspektur 

Pembantu  821.24 Kepala sub bagian/kepala seksi/kepala sub bagian/pemeriksa 

 821.25 Residen/pembantu gubernur 

 821.26 Wedana/pembantu bupati 

 821.27 Camat 

 821.28 Lurah administrative(lurah desa lihat 141) 

 821.29 Jabatan lainnya 

822 KENAIKAN GAJI BERKALA 

 822.1 Pegawai golongan I 

 822.2 Pegawai golongan II 

 822.3 Pegawai golongan  III 

 822.4 Pegawai golongan IV 

823 Kenaikan pangkat/pengangkatan 

 823.1 Pegawai golongan  I 

 823.2 Pegawai golongan  II 

 823.3 Pegawai golongan  III 

 823.4 Pegawai golongan  IV 

824 Pemindahan perlimpahan/perbantuan 

 824.1 Pegawai golongan  I 

 824.2 Pegawai golongan  II 

 824.3 Pegawai golongan III  

 824.4 Pegawai golongan  IV 

 824.5 Lolos butuh 

825 Detasering dan penempatan kembali 

826 Penunjukan tugas belajar 
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 826.1 Dalam negeri 

 826.2 Luar negeri 

 826.3 Tunjangan belajar 

 826.4 Penempatan kembali 

827 Wajib militer 

828 Mutasi pegawai instansi lain 

830 KEDUDUKAN 

Meliputi penghitungan masa kerja, penyesuaian pangakat/gaji, 

Penghaaragaan ijazah dan jenjang pangakat 

p 

831 Penghitungan masa kerja 

832 Penyesuaian pangkat/gaji 

 832.1 Pegawai golongan I 

 832.2 Pegawai golongan  II 

 832.3 Pegawai golongan III 

 832.4 Pegawai golongan IV 

833 Penghargaan ijazah/penyesuaian 

834 Jenjang pangkat/eselonering 

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI 

Meliputi tunjangan, dana, perawatan 
kesehatan,koperasi/distribusi,perumahan/tanah,bantuan social, 

Rekreasi dan depensasi 

 

841 Tunjangan 

 841.1 jabatan 

 841.2 Kehormatan 

 841.3 Kematian/uang duka 

 841.4 Tunjangan hari raya 

 841.5 Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah 

 841.6 Keluarga 

 841.7 Sandang,uang makan,papan,pangan(bapetarum) 

842 Dana 

 842.1 Taspen  

 842.2 Kesehatan 

 842.3 Asuransi 

843 Perawatan kesehatan 

 843.1 Poloklinik 

 843.2 Perawatan dokter 

 843.3 Obat-obatan 

 843.4 Keluarga berencana 

844 Koperasi /distribusi 

 844.1 Distribusi pangan 

 844.2 Distribusi sandang 

 844.3 Distribusi lainnya 

 845 Perumahan/tanah 

 845.1 Perumahan/pegawai 

 845.2 Tanah kapling 

 845.3 Losmen/hotel 

 846 Bantuan social 

 846.1 Bantuan kebakaran 

 846.2 Bantuan kebanjiran 

847 Rekreasi 

848 Dispensasi 

850 CUTI 

Meliputi cuti tahunan, cuti besar,cuti sakit,cuti hamil,cuti naik 
haji,cuti di luar tangguangan Negara dan cuti alas an lain 

 

851 Cuti tahunan 
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852 Cuti besar 

853 Cuti sakit 

854 Cuti hamil 

855 Cuti naik haji 

856 Cuti di luar tanggungan Negara 

857 Cuti alasan lain,cuti alasan penting 

860 PENILAIAN 

Meliputi penghargaan,hukuman,konduite,ujuan dinas penilaian 

Kekayaan pribadi dan rehabilitasi 

 861 Penghargaan 

 861.1 Bintang/satyalencana 

 861.2 Kenaikan pangkat anumerta 

 861.3 Kenaikan gaji istimewa 

 861.4 Hadiah berupa uang 

 861.5 Pegawai teladan 

862 Hukuman 

 862.1 Teguran peringatan 

 862.2 Penundaan kenaikan gaji 

 862.3 Penurunan pangkat 

 862.4   pemindahan 

Catatan  : pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian 
tidak 

Dengan hormat lihat 887 dan 888 

 

863 Konduite,DP3,disiplin pegawai 

864 Ujian dinas 

864.1 Tingkat I 

864.2  Tingkat II 

864.3  Tingkat III 

865 Penilaian kehidupan pegawai negeri 

Meliputi : petunjuk pelaksanaan hidup sederhana,penilaian 
kekayaan pribadi(LP2P) 

 

866  Rehabilitas/pengaktifan kembali 

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN 

Meliputi : formasi besetting registrasi, daftar riwayat hidup,hak 

penggajian,sumpah/janji dan korps pegawai 

 

871 Formasi 

872 Besetting/daftar urut pegawai 

873 Registrasi 

873.1 NIP 

873.2 Karpeg 

873.3 Legitimasi/tanda pengenal 

873.4 Daftar keluarga,perkawinan,perceraian,karis/karsu  

874 Daftar riwayat pekerjaan 

874.1 Tanggal lahir 

874.2 Penggantian nama 

874.3 Izin kepartaian/organisasi 

875 Kewenangan mutasi kepegawaian 

875.1 Pelimpahan wewenang 

875.2 Specimen tanda tangan 

876 Pengajian 

876.1 SKPP 

877 Sumpah/janji 

878 Korp kepegawaian 

880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

Meliputi : pemberhentian atas permintaan sendiri,dengan hak 

pensiun, karena meninggal dunia, alsan lain, denga diberi uang 
pesangon,uang tunggu untuk sementara waktu dan 

pemberhentian tidak dengan hormat 

 

 

881 Permintaan sendiri 

882 Dengan hak pensiun 

 882.1 Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan I 
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 882.2  Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan II 

 882.3  Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan III 

 882.4  Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan IV 

 882.5 Pensiun janda/duda 

 882.6 Pensiun yatim piatu 

 882.7 Uang muka pensiun 

883 Karena meninggal 

883.1 Karena meninggal dalam tugas 

884 Alasan lain 

885 Uang pesangon 

886  Uang tunggu 

887 Uang tunggu untuk sementara waktu 

888 Tidak dengan hormat 

890 PENDIDIKAN PEGAWAI 

Meliputi : perencanaan, pendidikan regular, pendidikan non 

reguler,pendidikan ke luar negeri, method, tenaga pengajar,  

 

 

 

 Administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan 

891 Perencanaan 

891.1 Program 

891.2 Kurikulum dan silabi 

891.3 Proposal (TOR) 

892 Pendidikan reguler/kader 

 892.1 IIP 

 892.2 IPDN 

 892.3 Akademi,D.III.D.IV 

 892.4 S.1,S.2,S.3 

 892.5 Kursus-kursus reguler 

893 Pendidikan dan pelatihan/non reguler 

893.1 LEMHANAS 

893.2 Pendidikan dan pelatihan struktural, 
SPATI,SPAMEN,SPAMA,ADUMLA,ADUM 

ADUM 

 

893.21 Spati 

893.22 Diklat pimpinan II 

893.23 Diklat pimpinan III 

893.24 Diklat pimpinan IV 

893.4 Kursus-kursus/penataran 

893.4 Diklat teknik 

893.5 Diklat prajabatan 

893.6 Diklat lainnya 

 900 KEUANGAN 

900 KEUANGAN 

901 Nota Keuangan 

902 APBN 

903 APBD 

910 ANGGARAN 

911 Keputusan tentang Penunjukan Pengelola Keuangan SOPD / PPKD 

912 Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat 
Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD 913 DPA /DPPA /DPAL-SOPD /PPKD 

914 Anggaran Kas 



 

 

47 

 

915 Surat Penyediaan Dana (SPD) 

920 AKUNTANSI 

921 Laporan-laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

930 PERBENDAHARAAN 

931 Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) 

932 Surat Penolakan Penerbitan SP2D 

933 Daftar Penguji SP2D 

940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN 

941 Bimtek-bimtek / Kursus Yang Berkaitan Dengan Keuangan 

950 PENGELOLAAN KAS DAERAH 

951 Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji 

952 Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah 

953 
Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak  (PPN /PPh) dari 
CV/PT Instansi 

954 Surat Tanda Setoran (STS) 

955 Laporan Realisasi Daerah 

955.1 Laporan Realisasi Penerimaan Daerah 

955.2 Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah 

956 Rekonsiliasi 

956.1 Surat Rekonsiliasi Penerimaan 

956.2 Laporan Rekonsiliasi Bank 

957 Laporan Mutasi Penempatan Deposito 

958 Surat Perintah Transfer Uang ( SPTU ) 

960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

961 Tuntutan Ganti Rugi 

962 Tuntutan Perbandaharaan 

963 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten /Kota 

964 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota 

965 Edaran-edaran 

970 PENDAPATAN 

971 Pertimbangan Keuangan 

971.1 Bagi Hasil Pajak 

971.11 Pajak Bumi Bangunan (PBB) 

971.12 Bela Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) 

971.13 Pajak Pengasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21) 

971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak 

971.21 Sumber Daya Alam /Migas 

972 Subsidi 

973 Pajak 

973.2 Pajak Kendaraan Diatas Air 

973.4 Pajak Pengendalian dan Pemanfaatan Air Permukaan 

973.5 Pajak Reklame 

974 Retribusi 

974.1 Retribusi Bidang Kesehatan 

974.2 Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata 

974.3 
Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan 

(termasuk Pasar) 

974.4 
Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (termasuk 
Pemotongan Hewan) 
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974.5 
Retribusi Bidang Perhubungan,Komunikasi Informasi dan 

Teknologi (termasuk Trayek, Kelebihan Muatan, Telekomunikasi, Parkir dll) 

974.6 
Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk Lintas dan 
Lelang Hasil Hutan, Flora Fauna dll) 

974.7 Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan 

974.8 
Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air Permukaan dan 
Metrologi 

974.9 Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah) 

975 Bea 

975.2 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air 

976 Cukai 

977 Pungutan 

978 Bantuan 

978.1 Bantuan Presiden 

978.2 Bantuan Menteri 

978.3 Bantuan Gubernur 

978.4 Bantuan Bupati 

978.5 Bantuan Lainnya 

979 Pendapatan Lainnya 

979.1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

979.11 Pelepasan Hak Atas Tanah 

979.12 Penjualan Rumah Jabatan /Rumah Dinas 

979.13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2 

979.14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 

979.15 Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris 

979.16 Penjualan Drum Bekas 

979.17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon 

979.2 Penerimaan Jasa Giro 

979.21 Jasa Giro Kas Daerah 

979.22 Jasa Giro Pemegang Kas 

979.23 Jasa Giro Khusus 
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979.3 Penerimaan Bunga Bank 

979.31 Bunga Deposito 

979.32 Bunga Tabungan 

979.4 
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan 

Kekayaan Daerah (TP-TGR) 

979.41 Sumbangan Pihak ke Tiga 

979.42 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dialer) 

979.43 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu 

979.5 Penerimaan Lain-lain 

979.51 Penerimaan Kembali Kredit Bank BKK 

979.52 Ternak Tidak Layak Bibit 

979.53 Sewa Internet 

979.54 Penerimaan Dari Dana Bergulir /Revolving 

979.55 Kerjasama Dengan BUMIDA ( Bumiputera Muda ) 

979.56 Penerimaan Duks ( Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri ) 

979.57 Tempat Rekreasi  

979.58 Setoran TP-TGR ( Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi ) 

979.59 Penerimaan Lainnya dari Setda /SOPD 

       
 

 

BUPATI MURUNG RAYA, 

 

ttd  

 

PERDIE M. YOSEPH 
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